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Negeri Sipil;  
 Abstract: This study aims to determine the implementation of civil servant 
mutations. This study uses a method that consists of data collection 
conducted by interviews, observations and document review. The data 
analysis technique was carried out qualitatively through 3 stages namely 
data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results 
showed that: 1) the implementation of achievement mutations for civil 
servants included education mutations, training mutations, award 
mutations, promotions mutations and position mutations. This mutation is 
carried out by the leadership in making policies by providing forms of 
achievement according to the needs of the organization; 2) the 
implementation of maintenance mutations for civil servants includes work 
shift mutations, family mutations and health mutations. This mutation is 
applied by leaders in making policies by providing a form of maintenance of 
human resources in an organization ,; and 3) implementation of the 
mutation of punishment for civil servants includes mutations in work areas, 
mutations between work units, mutations in the imposition of sanctions and 
mutations in dismissal. 
 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi 
mutasi pegawai negeri sipil. Penelitian ini menggunakan metode yang 
terdiri atas pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi 
dan telaah dokumen. Teknik analisis data dilakukan kualitatif melalui 3 
tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) implementasi 
mutasi prestasi bagi PNS meliputi mutasi pendidikan, mutasi diklat, 
mutasi penghargaan, mutasi kenaikan pangkat dan mutasi jabatan. 
Mutasi ini dilakukan oleh pimpinan dalam mengambil kebijakan dengan 
memberikan bentuk prestasi sesuai dengan kebutuhan organisasi; 2) 
implementasi mutasi pemeliharaan bagi PNS meliputi mutasi 
peninjauan masa kerja, mutasi keluarga dan mutasi kesehatan. Mutasi 
ini diterapkan oleh pimpinan dalam mengambil kebijakan dengan 
memberikan bentuk pemeliharaan sumber daya manusia dalam suatu 
organisasi,; dan 3) implementasi mutasi hukuman bagi PNS meliputi 
mutasi wilayah kerja, mutasi antar unit kerja, mutasi pengenaan sanksi 
dan mutasi pemberhentian. . 
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PENDAHULUAN 
Menghadapi tuntutan dunia kerja profesional, organisasi pemerintah maupun non 
pemerintah telah membenahi diri untuk menghadapi dinamika kerja yang semakin 
kompetitif dalam keprofesionalan. Atas dasar tersebut, maka banyak organisasi telah 
membenahi diri untuk melakukan pemeliharaan sumber daya manusianya untuk 
menjadi tenaga kerja yang profesional. Salah satu upaya untuk melakukan 
pemeliharaan karyawan agar tetap profesional dalam menjalankan tugas pokok dan 
fungsi yaitu melalui pengenaan mutasi kerja.  
Menurut Kurnia (2009) pengenaan mutasi kerja merupakan sistem pemeliharaan 
karyawan untuk terus mengembangkan profesional kerja. Dinamika kerja yang 
semakin kompetitif dan menuntut hasil kerja optimal, melalui mutasi kerja karyawan 
dituntut untuk berprestasi melalui pemeliharaan aktivitas kerja dan menghindari 
adanya pengenaan sanksi hukuman atas pelanggaran kerja. Wujud dari mutasi ini 
sangat penting dalam menjaga terwujudnya kesinambungan hubungan pengembangan 
sumber daya manusia dalam suatu organisasi.  
Pada prinsipnya, mutasi merupakan sebuah tindakan yang diperlakukan kepada 
individu sumber daya manusia dalam rangka menjaga hubungan dan memperbaiki 
pemeliharaan keterkaitan umpan balik dalam suatu aktivitas organisasi. Armstrong 
(2000) menyatakan mutasi merupakan perwujudan dari pemeliharaan sumber daya 
manusia untuk mencapai tujuan organisasi.  
Berkenaan pentingnya mutasi kerja, sebagai perwujudan pemeliharaan pegawai 
sebagai sumber daya manusi yang memainkan peranan penting dalam kegiatan kerja 
untuk mencapai tujuan organisasi. Implementasi mutasi pegawai negeri sipil ini 
mengacu kepada dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1979 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang dijabarkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dasar hukum ini menjadi landasan untuk 
melakukan mutasi pegawai negeri sipil dalam suatu instansi pemerintah. 
Implementasi mutasi pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah diperlukan untuk 
menggerakkan, memotivasi, memelihara dan mengenakan sanksi kepada pegawai 
untuk memiliki komitmen dan menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik 
sebagai sebuah amanah yang harus dilaksanakan. Mutasi pegawai yang diterapkan 
oleh BKD Provinsi Sulawesi Selatan, banyak jenis mutasi yang bisa diterapkan, namun 
secara garis besar ada tiga jenis mutasi yang sering diimplementasikan yaitu mutasi 
prestasi, mutasi pemeliharaan pegawai dan mutasi hukuman.  
Adipradja (2007) menyatakan Mutasi pegawai negeri sipil merupakan kebijakan 
pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja pegawai melalui pemberian mutasi 
prestasi, mutasi pemeliharaan kerja dan mutasi hukuman. Ketiga mutasi ini berperan 
penting untuk mengubah dan memperbaiki sikap dan tindakan pegawai untuk 
mendukung pencapaian tujuan organisasi.  
Contoh yang menjadi fenomena yang ditemukan berupa mutasi prestasi yang 
diberikan kepada pegawai, melalui tugas belajar, mengikuti diklat, memberikan 
penghargaan, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Ini merupakan wujud mutasi 
prestasi yang sering menimbulkan problematika terhadap tindakan pimpinan dalam 
mengambil kebijakan mutasi prestasi, khususnya bagi pegawai yang belum memiliki 
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kelayakan, kemudian dengan alasan mutasi prestasi pegawai tersebut mendapatkan 
mutasi yang menguntungkan. Sedangkan pegawai lainnya belum mendapatkan karena 
kebijakan pimpinan yang kurang merespon mutasi prestasi. Sanubari (2008:74) 
menyatakan bahwa mutasi prestasi dapat berupa mutasi pendidikan, diklat, 
penghargaan, kenaikan pangkat dan jabatan. Mutasi ini cenderung disenangi pegawai, 
dan berupaya untuk melakukan tindakan kerja yang menarik perhatian pimpinan 
untuk mengambil kebijakan mutasi prestasi kepada pegawai.  
Selanjutnya contoh fenomena mutasi pemeliharaan kerja yaitu suatu kebijakan yang 
diambil oleh pimpinan melalui suatu pertimbangan yang rasional berdasarkan kondisi 
atau kebutuhan pegawai untuk menjalankan aktivitasnya, karenanya perlu 
mendapatkan pemeliharaan untuk menjaga agar pegawai terpenuhi hak-hak 
kemanusiaannya selama menjalankan aktivitas kerjanya. Seperti bentuk mutasi 
pemeliharaan dengan peninjauan masa kerja, kebutuhan keluarga dan permintaan cuti. 
Mutasi ini diberikan karena mengingat pegawai tersebut telah lama mengabdi, mutasi 
karena itu suami (mutasi keluarga), minta cuti hamil/melahirkan atau sakit, ini 
menjadi pertimbangan pimpinan instansi untuk melakukan mutasi kepada pegawai 
yang menjadi bawahan.  
Salman (2005) menyatakan bahwa mutasi pemeliharaan yang sering diterapkan oleh 
instansi pemerintah kepada pegawai meliputi mutasi peninjauan masa kerja 
berdasarkan pengalaman, mutasi pertimbangan keluarga mengikuti suami dan mutasi 
karena pertimbangan kesehatan dengan memberikan cuti (hamil, melahirkan dan 
sakit). Mutasi pemeliharaan ini diimplementasikan kepada pegawai agar terpenuhi 
hak-hak yang dimiliki pegawai di dalam mengembangkan andil dan peranannya dalam 
suatu organisasi.  
Termasuk pula contoh fenomena mutasi hukuman. Mutasi ini diberikan kepada 
pegawai mengingat adanya pelanggaran, kesalahan, pemberian efek jera dan motivasi 
kepada pegawai untuk tidak mengabaikan konsensus organisasi yang telah ditetapkan. 
Wujud mutasi hukuman yang biasa diterapkan yaitu mutasi pemindahan wilayah, 
pemindahan instansi, pengenaan sanksi pelanggaran dan pemberhentian kerja. Mutasi 
hukuman ini diambil oleh pimpinan dalam rangka memberikan penyadaran, 
pembelajaran dan motivasi untuk memperbaiki dan melakukan perubahan ke arah 
perbaikan khususnya dalam perilaku dan tindakan kerja.  
Memahami pentingnya mutasi kerja pada pegawai negeri sipil, menjadi sebuah 
penilaian bahwa mutasi diperlukan dalam rangka mengembangkan dan memperbaiki 
kualitas sumber daya manusia untuk bersinerjik melaksanakan tugasnya dengan baik 
untuk mencapai tujuan organisasi. Mutasi pada prinsipnya merupakan tindakan untuk 
memprestasikan pegawai, mutasi untuk memelihara hubungan-hubungan kerja antar 
pegawai dan organisasinya, serta mutasi untuk memberikan pengenaan hukuman 
dalam rangka memberikan pengajaran kepada pegawai untuk terus mengembangkan 
aktivitas kerja dalam mencapai sebuah tujuan. Kurtubi (2004:36) menyatakan bahwa:  
Keberhasilan suatu organisasi dalam mengembangkan dan memelihara hubungan 
kerja antar pegawai dalam suatu organisasi, mutasi merupakan solusi yang tepat untuk 
menciptakan pemeliharaan hubungan kerja yang baik untuk mencapai tujuan 
organisasi.  
Mutasi bukan berarti suatu yang negatif, tetapi mutasi lebih cenderung merupakan 
sebuah pembinaan, pengarahan dan perbaikan suatu tindakan yang diambil pegawai 
dalam menghadapi dinamika kerja yang memerlukan adanya kepastian dan 
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profesionalisme kerja yang tinggi.. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Administrasi Kepegawaian 
Berbagai permasalahan yang bisa ditemukan dalam kaitannya dengan administrasi 
kepegawaian salah satu diantaranya adalah masalah mutasi kerja yang sering 
diterapkan berdasarkan kebijakan pimpinan yang tidak proporsional sesuai dengan 
kebutuhan dinamika kerja. Contohnya, secara administratif, seorang pegawai dalam 
menduduki suatu jabatan karier kepegawaian disesuaikan berdasarkan pertimbangan 
the right man on the right place, namun kenyataannya kebijakan pimpinan berdasarkan 
kedekatan emosional lebih mendominasi seseorang menempati jabatan melalui 
kebijakan mutasi yang tidak proporsional.  
Mutasi merupakan suatu kajian mengenai administrasi kepegawaian yang membahas 
tentang keberadaan pegawai negeri sipil dengan aktivitas kerja yang dilakukan serta 
kebijakan organisasi yang dijalankannya. Administrasi kepegawaian berkaitan dengan 
penggunaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Berkaitan dengan hal 
tersebut, Keban (2008:34) menyatakan bahwa Administrasi kepegawaian adalah 
bagian dari administrasi negara yang kebijaksanaannya ditentukan dari tujuan yang 
ingin dicapai. Kebijakan administrasi selalu berpihak kepada pengembangan, 
pemeliharaan dan kemajuan sumber daya organisasi sebagai lokomotif penggerak 
pencapaian tujuan organisasi.  
Mengingat pentingnya administrasi kepegawaian, maka kebijaksanaan dasarnya 
mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian. Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka usaha 
mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, 
berperadaban modern, demokratis, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan pegawai 
negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat 
yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan 
kesatuan bangsa, maka diperlukan pegawai negri sipil yang profesional. Menujudkan 
profesinal pegawai dengan carai pemeliharaan pegawai melalui mutasi . 
Administrasi kepegawaian pada hakikatnya melakukan dua fungsi yaitu fungsi 
manajerial dan fungsi operatif (teknis). Fungsi manajerial berkaitan dengan pekerjaan 
pikiran atau menggunakan pikiran (mental) meliputi perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, dan pengendalian pegawai. Sedangkan fungsi operatif (teknis), berkaitan 
dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan fisik, meliputi pengadaan, 
pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemensiunan pegawai. 
Mutasi kerja dapat dilakukan  dalam fungsi manajerial dan operasional. Suharso 
(2008::15) menyatakan Manajemen kepegawaian memandang mutasi kerja penting 
dan perlu diterapkan karena mengandung dua fungsi yang dapat dijalankan yaitu 
fungsi manajerial dan fungsi operatif. Mutasi dilihat dari fungsi manajerial yaitu 
sebagai serangkaian penilaian perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 
pengendalian individu sumber daya manusia untuk menjalankan tugas dengan baik. 
Mutasi dilihat dari fungsi operatif yaitu sebagai kegiatan untuk pengadaan, 
pengembangan, pemeliharaan, dan penjaminan kemampuan sumber daya manusia 
menjalankan tugas pokok dan fungsinya.  
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Fungsi umum administrasi kepegawaian dalam prospektif mutasi kerja berupa 
perencanaan pegawai terhadap kebijakan pimpinan untuk melihat perubahan pegawai 
dalam menentukan pilihan yang sesuai kebutuhan pada masa yang akan datang 
berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi dan persediaan tenaga kerja yang ada. 
Perencanaan mutasi pegawai merupakan bagian penting dari dan sebagai kontributor 
pada proses perencanaan strategis karena membantu organisasi dalam menentukan 
sumber-sumber yang diperlukan dan membantu menentukan apa yang benar-benar 
dapat dicapai dengan sumber daya manusia yang tersedia.  
 
B. Konsep Implementasi 
Banyak ditemukan dalam suatu organisasi adanya ketimpangan dalam penerapan 
konsep implementasi, termasuk kebijakan mengenai mutasi kepegawaian. Konsepsi 
pandangan tentang implementasi mutasi hanya sebatas aktivitas pemindahan, jauh 
lebih krusial mutasi tidak diartikan sebagai sebuah implementasi kebijakan yang 
mengarah kepada pengembangan, pemeliharaan dan pemberian hukuman untuk 
mewujudkan peningkatan karier pegawai dalam mendukung pencapaian tujuan 
organisasi. Sering didengar bahwa mutasi yang dilakukan dalam suatu organisasi 
cenderung merupakan pembenahan untuk mendukung status quo dari pimpinan, 
bukan gambaran pembenahan peningkatan kualitas pegawai.  
Implementasi mutasi dalam suatu organisasi diartikan sebagai sebuah penerapan 
kebijakan yang membiarkan dan menganjurkan mutasi untuk diterapkan dalam rangka 
pemeliharaan dan pengembangan kegiatan administrasi dan sumber daya manusia. 
Prinsip implementasi diartikan sebagai sebuah metode mengenai penerapan kebijakan 
organisasi yang logis. Menurut Dunn (1999:85) menyatakan bahwa implementasi 
suatu kebijakan adalah sebuah penerapan yang diperuntukkan untuk menangani suatu 
masalah dan memberikan sebuah solusi dalam menghasilkan pencapaian tujuan. 
Implementasi merupakan bagian dari kegiatan yang dijalankan untuk mencapai 
sebuah tujuan.  
Maksud dari uraian pernyataan di atas mengenai implementasi kebjakan dipahami 
sebagai sebuah wujud pelaksanaan dari kegiatan organisasi. Kaitan kebijakan 
organisasi dengan kegiatan mutasi pada dasarnya merupakan serangkaian dari 
pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk pengembangan dan pemeliharaan 
sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Dunn (1999:102) 
menyatakan implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan dari program yang telah 
dibijaksanai dalam rangka mengembangkan dan memelihara eksistensi organisasi. 
Semakin bagus implementasi diterapkan dalam suatu organisasi, semakin terwujud 
perwujudan kerja dalam pencapaian sebuah tujuan.  
Pandangan tersebut memberikan penguatan terhadap implementasi mutasi yang 
diterapkan dalam suatu organisasi sebagai bentuk kegiatan dari program yang telah 
dibakukan dalam kaitannya dengan pengembangan dan pemeliharaan sumber daya 
manusia. Alinsce (2009:69) menyatakan implementasi mutasi merupakan sebuah 
kebijakan dari perwujudan pelaksanaan tugas yang dilakukan dalam suatu organisasi 
dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia untuk 
menghadapi sebuah tantangan dinamika organisasi yang mengantarkan mencapai 
sebuah tujuan.  
Implementasi adalah suatu pelaksanaan dari individu untuk mendesain keputusan 
yang didasarkan pada pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia agar 
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tetap dapat menjaga kelangsungan suatu pencapaian tujuan. Melalui implementasi 
mutasi, tercipta sebuah dinamika organisasi yang mengedepankan arti penting mutasi 
untuk mencapai sebuah tujuan. Dunn (1999:212) menyatakan bahwa implementasi 
mutasi merupakan pelaksanaan dari suatu kegiatan yang menjadikan sumber daya 
manusia mampu mengembangkan eksistensinya dalam pengembangan mutasi 
prestasi, pemeliharaan dan penghukuman untuk menjaga kestabilan dinamika 
organisasi yang seimbang antara pengembangan sumber daya manusia dan tujuan 
organisasi.  
Implementasi mutasi merupakan keseluruhan pelaksanaan tindakan yang ditetapkan 
sebagai aturan dan yang direncanakan oleh suatu organisasi yang berkaitan dengan 
pelaksanaan mutasi dalam rangka meningkatkan prestasi SDM, memelihara eksistensi 
SDM dan memberikan sanksi dalam rangka mengembangkan ketaatan untuk mencapai 
tujuan organisasi.  
Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis yang sedang terjadi dewasa ini, maka 
arah perkembangan konsep administrasi, khususnya implementasi mutasi diarahkan 
untuk mampu memperbaiki kompetensi SDM untuk berprestasi, mengembangkan 
potensi sumber daya manusia menjadi dinamis dan upaya untuk meningkatkan 
peningkatan nilai kemajuan organisasi.  
Tujuan dari implementasi mutasi tentu berbeda-beda sesuai dengan peruntukan suatu 
organisasi melakukan mutasi sumber daya manusia. Inti dari tujuan implementasi 
mutasi didasarkan pada pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia 
untuk mencapai tujuannya. Dessler (2008) menyatakan bahwa tujuan implementasi 
mutasi diterapkan dalam suatu organisasi yaitu:  
a. Bertujuan meningkatkan dinamika organisasi melalui implementasi mutasi 
sebagai solusi dalam mencapai tujuan organisasi, 
b. Mengembangkan potensi SDM berdasarkan the right man on the right place, 
c. Mengembangkan dan memelihara kesinambungan potensi sumber daya manusia 
dalam suatu organisasi, dan  
d. Menciptakan sebuah suasana dan kondisi yang mengantarkan sumber daya 
manusia dalam organisasi mampu berprestasi, memelihara pencapaian hasil kerja 
dan pencapaian tujuan organisasi.  
Memahami pentingnya implementasi mutasi dalam suatu organisasi, ditemukan 
banyak organisasi melakukan kegiatan mutasi yang secara garis besar organisasi telah 
melakukan mutasi prestasi, mutasi pemeliharaan dan mutasi hukuman. Wujud dari 
mutasi ini yaitu memberikan peluang untuk menduduki jabatan strategis karena 
prestasi yang ditunjukkan, memberikan tindakan kemanusiaan dalam memelihara 
eksistensi sumber daya manusia yang memiliki hak-hak dalam menjalankan aktivitas 
kerjanya dan melakukan penghukuman akibat kesalahan dan pengenaan sanksi baik 
teguran maupun pemberhentian.  
Pandangan ini memberikan sebuah pemahaman bahwa dalam melakukan 
implementasi mutasi, organisasi pada dasarnya mengembangkan motivasi tersebut 
untuk memberikan sebuah penghargaan atas prestasi, menciptakan pemeliharaan 
kerja dan memberikan hukuman pengenaan sanksi bagi sumber daya manusia yang 
mengabaikan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan sebagi sebuah konsensus. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, 
maka wujud implementasi mutasi yang diterapkan menjadi sebuah pertimbangan 
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penting bahwa keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia 
menjadi tujuan organisasi.  
 
C. Konsep Mutasi 
Suatu organisasi yang maju dan modern, menjadikan mutasi sebagai sebuah masalah 
yang perlu mendapat perhatian serius dari para pengambil keputusan, khususnya yang 
berkaitan dengan aspek pengembangan, pemeliharaan dan penghukuman pegawai 
dalam rangka memperbaiki dinamika dan kualitas sebuah organisasi. Tidak dapat 
disangkal bahwa melalui mutasi sebuah solusi kebijakan peningkatan kualitas SDM 
dan organisasi mampu dikembangkan dalam arti luas dan sempit. Pengembangan 
dalam arti luas bahwa mutasi mampu menjadikan pegawai dan organisasi mempunyai 
kiprah yang besar dalam suatu negara dan dalam arti sempit melalui mutasi pegawai 
mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada publik sebagai representasi 
tentang keberhasilan organisasi. 
Konsep mutasi dalam kaitannya dengan manajemen, administrasi dan organisasi, arti 
mutasi dapat dilihat dari dua pengertian yaitu pengertian sempit dan pengertian luas. 
Pengertian sempit mutasi adalah pemindahan, sedangkan dalam arti luas mutasi 
adalah prestasi pemeliharaan dan hukuman. Moekijat (1990:37) menyatakan istilah 
mutasi dalam beberapa literatur disebut sebagai pemindahan dalam pengertian sempit 
dapat dirumuskan sebagai suatu perubahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang 
tingkatannya tidak lebih tinggi atau lebih rendah (yang tingkatnya sama). Mutasi juga 
dapat diartikan sebagai perlakuan hubungan pemeliharaan kerja antara satu unit kerja 
dengan unit kerja lain. Mutasi juga diartikan sebagai hukuman atas pelanggaran kerja.  
Hasibuan (2004) menyatakan bahwa dalam pengertian yang lebih luas konsep mutasi 
dirumuskan sebagai suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang 
dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal (promosi/demosi) di dalam suatu 
organisasi, sehingga pada dasarnya mutasi dalam pengertian perubahan horisontal 
hanyalah merupakan salah satu bagian dari pengertian mutasi itu sendiri. 
Berdasarkan kedua batasan tersebut, maka dalam manajemen sumber daya manusia, 
kegiatan mutasi dapat dikategorikan sebagai pengembangan, pemeliharaan dan 
pembinaan sumber daya manusia yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas kerja dalam organisasi tersebut. Hal ini selaras dengan pendapat 
Handoko (2008:126) bahwa mutasi atau pemindahan merupakan suatu kegiatan rutin 
dari suatu organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah untuk melaksanakan 
prinsip “the right man in the right place” agar pekerjaan dapat dilakukan secara lebih 
efektif, efisien dan memuaskan dari sumber daya manusia yang memiliki prestasi 
mampu memelihara hubungan kerja dan memiliki kesiapan untuk mendapatkan sanksi 
atas kelalaian dalam menjalankan aktivitas kerja.   
Konsep mutasi kerja banyak ditemukan dalam suatu organisasi yang menjadikan 
sumber daya manusia sebagai subyek yang menjalankan organisasi untuk mencapai 
tujuan. Konsep mutasi penting dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, 
mutasi diartikan sebagai konsep pengembangan, pemeliharaan dan pembinaan bagi 
kemajuan suatu organisasi dalam mengelola sumber daya manusia.  
Konsep mutasi menjadi pertimbangan dalam memajukan organisasi. Munculnya 
mutasi dalam suatu organisasi didasari oleh adanya sebuah kepentingan dan 
kerjasama yang melibatkan lebih dari satu orang dalam satu tempat kerja. Adanya 
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perbedaan perilaku dan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang, menjadi 
pertimbangan dalam melakukan mutasi kerja.  
Mutasi kerja banyak diterapkan dan mutasi kerja ini merupakan sebuah kebijakan dan 
pimpinan untuk melihat pengembangan, pemeliharaan dan pembinaan sumber daya 
manusia dalam suatu organisasi yang banyak diterapkan oleh instansi pemerintah 
maupun swasta yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja SDM dan pencapaian 
tujuan organisasi. Keban (2004) menyatakan mMutasi kerja dalam suatu organisasi 
merupakan konsep kebijakan pimpinan dalam melihat kondisi sumber daya manusia 
untuk dilakukan pengembangan, pemeliharaan dan pembinaan sumber daya manusia 
untuk mampu mengembangkan potensinya menjadi pegawai yang berprestasi, 
memelihara hubungan kerja dan bersedia menerima sanksi sebagai hukuman kerja 
dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan organisasi.  
Salah satu bentuk dari pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi 
pemerintahan adalah mutasi kerja yang merupakan penjelmaan/ perwujudan dari 
dianamika organisasi yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan 
organisasi. Mutasi tidak terlepas dari alasan untuk mengurangi rasa bosan pegawai 
kepada pekerjaan serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai, selain itu 
untuk memenuhi keinginan pegawai sesuai dengan minat dan bidang tugasnya masing-
masing dimana dalam kegiatan pelaksanaan mutasi kerja sering disalah tafsirkan 
orang yaitu sebagai hukuman jabatan atau didasarkan atas hubungan baik antara 
atasan dengan bawahan. Handoko (2008:174) menyatakan mutasi diperlukan dalam 
pengorganisasian kerja dalam rangka perwujudan peluang kepada pegawai untuk 
mendapatkan prestasi dalam mejalankan tugas yang dibebankan, sehingga layak 
diberikan mutasi prestasi. Mutasi juga diartikan sebagai pemeliharaan hubungan 
antara pimpinan dan bawahan, sehingga diberikan mutasi pemeliharaan dan mutasi 
juga dapat diartikan sebagai sanksi kerja atau hukuman kerja atas berbagai 
pelanggaran atau kerugian yang dilakukan oleh pegawai. 
Dalam pelaksanaan mutasi harus benar-benar berdasarkan penilaian yang objektif dan 
didasarkan atas indeks prestasi yang dicapai oleh pegawai mengingat sistem 
pemberian mutasi dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi para pegawai negeri 
sipil untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Mutasi juga merupakan sarana 
untuk melakukan pemeliharaan hubungan antara pimpinan dan bawahan sekaligus 
mutasi merupakan sebuah tindakan untuk menghukum pegawai negeri sipil agar 
terhindar dari berbagai kesalahan, pelanggaran, dan pengabaian tugas pokok dan 
fungsinya. Suarsa (2008:8) menyatakan mutasi dalam sebuah organisasi memainkan 
peran ganda dalam mengembangkan, memelihara dan membina sumbe daya manusia 
untuk berprestasi dalam meningkakan kinerjanya sesuai dengan jabatan yan diemban, 
mencipakan pemeliharaan hubungan yang baik antara pimpinan, bawahan dan sejawat 
serta upaya untuk meminimalkan sumber daya manusia melakukan tndakan 
pelanggaran kerja. Melalui mutasi sumber daya manusia dapat mewujudkan 
prestasinya, memperbaiki hubungan kerja dan menjauhkan diri dari hukuman kerja.  
Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan sumber daya manusia, karena 
tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam 
organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari 
penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui 
kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan (job description) 
yang dibebankan kepadanya. 
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Kritikan yang dilontarkan kepada Bagian Kepegawaian menyangkut masalah mutasi, 
seperti ketidakadilan ataupun keterbukaan pihak pengambil keputusan dalam proses 
ini. Apakah memang demikian halnya, ataukah pihak pegawai yang memang enggan 
berubah karena sudah merasa ‘nyaman’ dengan kondisi sekarang dan ingin 
mempertahankan ‘kekuasaan’ atau ‘keahlian’ yang dimilikinya dan tidak ada keinginan 
untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dengan pengalaman baru. 
Harsono (2005) menyatakan masalah mutasi sering menjadi ketidakadilan dari 
pengambil keputusan untuk melakukan mutasi karena adanya pertimbangan tidak 
mau dipindahkan ke tempat lain, ingin berkuasa pada jabatan yang disandangnya dan 
merasa senang dengan jabatan yang dimilikinya, padahal mutasi dilakukan untuk 
memberikan rasa keadilan dan kebersamaan dalam meningkatkan kompetensi untuk 
bersama-sama mencapai tujuan organisasi.  
Pelaksanaan mutasi dalam era otonomi daerah, perlu memperhatikan bahwa mutasi 
merupakan salah satu bentuk kegiatan manajemen organisasi, yaitu menyangkut 
manajemen sumber daya manusia, maka pengelolaan mutasi harus dilihat sebagai 
bagian integral dari keseluruhan proses kegiatan organisasi. Sehingga kemandirian 
pengelolaan mutasi pun harus dilihat sebagai bentuk kemandirian organisasi bukan 
sebagai bentuk kemandirian individu (personal). Oleh karena itu kemandirian mutasi 
juga akan dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya organisasi dan dukungan sarana 
prasarana, penggunaan kewenangan dan sistem prosedur yang ada, serta jaringan 
kerjasama dengan daerah lain, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi untuk 
melaksanakan proses mutasi. Handoko (2008:185) menyatakan mutasi dalam 
manajemen sumber daya manusia aparatur dapat mencakup dua pengertian. Pertama, 
kegiatan pemindahan karyawan dari satu tempat kerja ke tempat kerja yang baru yang 
sering disebut dengan ”alih tempat” (tour of area). Kedua, kegiatan pemindahan 
karyawan dari tugas yang satu ke tugas yang lain dalam satu unit kerja yang sama, atau 
dalam perusahaan, yang sering pula disebut dengan istilah ”alih tugas” (tour of duty). 
Demikian pula pada dasarnya mutasi dapat terjadi disebabkan oleh keinginan 
perusahaan/organisasi atau keinginan karyawan yang bersangkutan. 
Pada dasarnya tujuan mutasi itu antara lain adalah menempatkan karyawan yang 
sesuai dengan kebutuhan  perusahaan, meningkatkan semangat dan motivasi kerja 
karyawan, upaya pengembangan karyawan, serta sebagai tindakan preventif dalam 
upaya mengamankan karyawan dan organisasi. Saydam (2006:) menambahkan mutasi 
adalah upaya-upaya kebijakan organisasi yang dilakukan secara terkoordinasi, terbina 
dan terarah di dalam melihat suatu kepentingan perubahan dalam melakukan 
pemindahan pegawai untuk memberikan pengalaman dan peluang bagi pegawai dalam 
mengembangkan kemampuannya dalam suatu bidang atau unit kerja. Pegawai yang 
sering dimutasi cenderung memiliki pemahaman dan pengalaman terhadap dunia 
kerja yang berbeda-beda atau cenderung lebih bersifat verifikasi atas jenis-jenis 
pekerjaan yang ditempati atau dijabati dalam suatu organisasi.  
Menurut Wursanto (2008:77) pelaksanaan mutasi/pemindahan pegawai dilaksanakan 
melalui dua cara di dalam suatu organisasi yaitu sebagai berikut: 
a. Mutasi biasa yaitu mutasi atau pemindahan pegawai tanpa diikuti dengan 
kenaikan pangkat/jabatan. Mutasi ini dilakukan dengan tujuan: 
1) Memenuhi keinginan pegawai yang bersangkutan. 
2) Mengurangi kekurangan tenaga di unit lain. 
3) Menempatkan pegawai sesuai dengan kecakapan, kemampuan dan bidangnya. 
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b. Mutasi promosi yaitu mutasi atau pemindahan jabatan yang diikuti dengan 
kenaikkan jabatan. Mutasi ini dilakukan dengan tujuan: 
1) Untuk mengisi formasi jabatan dengan mengambil tenaga dari dalam. 
2)  Untuk membina karier pegawai. 
3) Untuk mengembangkan kemampuan pegawai. 
Ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman dan pengalaman kerja yang dimiliki 
oleh pegawai yang sering dimutasi dengan pegawai yang jarang dimutasi. Pegawai 
yang sering dimutasi memiliki tingkat kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap 
lingkungan kerjanya, kemampuan bersosialisasi dalam menjalankan aktivitas kerjanya 
dengan mudah dan tanggungjawab tugas yang dipikul memberikan tantangan untuk 
lebih berkembang dan maju. Dibandingkan dengan pegawai yang tidak pernah atau 
jarang dimutasi, pemahaman terhadap dunia kerja suatu organissi cenderung bersifat 
monotom, vakum dan tidak fleksibel bahkan jarang memiliki inisiatif dalam 
mengembangkan diri.  
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan 
implementasi mutasi PNS berdasarkan mutasi prestasi, mutasi pemeliharaan dan 
mutasi hukuman, menitikberatkan kepada pengumpulan data-data primer berupa hasil 
wawancara dan observasi. Subyek penelitian adalah pegawai negeri sipil.  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara dan 
observasi. Instrumen pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Pedoman observasi adalah panduan yang digunakan peneliti dalam melakukan 
pengamatan secara langsung implementasi mutasi PNS di lingkup instansi 
pemerintah.  
2. Pedoman wawancara adalah panduan dalam melakukan wawancara dengan 
informan penelitian dalam hal ini peneliti dan informan yang representative 
Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan klasifikasi jenis 
dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang diuraikan sebagai berikut: 
1. Pengolahan Data Primer 
Pengolahan data primer dilakukan dengan data-data yang bersumber dari hasil 
wawancara (catatan hasil interview) yang telah ditranskripkan, selanjutnya 
dilakukan pengkodean untuk mengidentifikasi tema atau klasifikasi yang nantinya 
akan mengarahkan penelitian pada temuan atau bahkan pengumpulan data 
tambahan, serta data-data pendukung lainnya.  
2. Pengolahan Data Sekunder 
Pengolahan data sekunder melalui analisis teoritis atau kepustakaan yang 
bersumber dari buku-buku, laporan-laporan, jurnal atau tulisan ilmiah dan hasil 
observasi di lapangan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan obyek 
penelitian.  
Selanjutnya dilakukan proses pengolahan melalui 3 tahapan yaitu  reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Yang dimaksud dengan reduksi data adalah 
suatu proses untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyederhanakan, 
membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikannya. Sedangkan penyajian data 
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adalah proses penyusunan dan  penyajian informasi yang diperoleh dari sumber-
sumber informasi, selanjutnya menarik kesimpulan atas hasil penelitian yang telah 
diperoleh. 
Sesuai dengan tujuan penelitian ini yang bersifat deskriptif dan metode yang 
digunakan adalah kualitatif maka menyajikan data primer secara naratif yang 
didukung oleh data sekunder yang disampaikan dalam bentuk tabel dan analisis 
persentase. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
deskriptif yaitu menganalisis data dengan mendeskripsikan dan menggambar data 
yang telah terkumpul secara interpretative 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian mengenai implementasi mutasi pegawai negeri sipil pada tidak 
terlepas dari pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja dari pegawai sebagai 
sumber daya manusia.  Badan Kepegawaian Daerah di daerah yang mempunyai tugas 
dan fungsi menyelenggarakan manajemen kepegawaian. Untuk dapat melaksanakan 
tugas dan fungsi tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
Arah kebijakan kepegawaian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 43 
Tahun 1999 untuk menyikapi perubahan sistem kepegawaian dan pembangunan 
sumber daya manusia yang profesional, netral dari kegiatan politik, berwawasan 
global, bermoral tinggi serta berkemampuan sebagai penyangga persatuan dan 
kesatuan bangsa.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, berikut hasil temuan penelitian mengenai 
implementasi mutasi pegawai negeri sipil (PNS) pada Badan Kepegawaian Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan, di mana implementasi mutasi PNS yang diterapkan 
berdasarkan mutasi prestasi, mutasi pemeliharaan dan mutasi hukuman sebagai 
bentuk kegiatan manajemen pegawai negeri sipil pada instansi tersebut.  
A. Implementasi Mutasi Prestasi bagi PNS pada Badan Kepegawaian Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan 
Implementasi mutasi prestasi bagi PNS pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan meliputi mutasi pendidikan, mutasi diklat, mutasi penghargaan, 
mutasi kenaikan pangkat dan mutasi jabatan. Mutasi ini dilakukan oleh pimpinan 
dalam mengambil kebijakan dengan memberikan bentuk prestasi sesuai dengan 
kebutuhan organisasi.  
Mutasi perlu diberikan kepada pegawai yang berprestasi guna meningkatkan efisiensi, 
efektivitas dan kinerja pegawai yang dimutasi dengan memberikan peluang mutasi 
pendidikan berupa peluang tugas belajar, mutasi diklat dengan mengikutkan pada 
berbagai pelatihan struktural, fungsional, teknis, mutasi penghargaan melalui 
pemberian pengakuan, pujian dan sertifikat, mutasi kenaikan pangkat dengan 
menaikkan pangkat ke yang lebih tinggi dan mutasi jabatan melalui kenaikan eselon 
yang lebih tinggi.  
Ini berarti mutasi prestasi sangat diperlukan oleh setiap pegawai untuk mampu 
mengembangkan kompetensi dan karirnya dalam menjalankan tugas pokok dan 
fungsinya melalui pemberian mutasi prestasi pendidikan, pegawai mendapatkan 
peluang untuk tugas belajar atau izin belajar dalam rangka meningkatkan 
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pengetahuan, keterampilan dan sikap. Melalui mutasi prestasi dengan pemerian 
peluang dan kesempatan mengikuti tugas belajar ke jenjang yang lebih tinggi, pegawai 
diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan kerjanya melalui penimbahan ilmu 
yang lebih komprehensif, meningkatkan keterampilan kerjanya dari berbagai 
pengembangan pelatihan yang telah diikuti dan memperbaiki sikap dalam 
pengembangan karir kerja.  
Mutasi prestasi juga dapat dilakukan oleh pimpinan sebagai pengambil kebijakan 
berupa peluang yang diberikan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan menjadi 
pegawai yang memiliki kecakapan, keahlian dan profesionalisme. Melalui mutasi 
prestasi melalui diklat yang diberikan kepada pegawai nantinya mampu 
mengembangkan efisiensi dan efektivitas suatu organisasi. Mutasi prestasi melalui 
peluang yang diberikan kepada pegawai untuk mengikuti berbagai diklat dimaksudkan 
untuk meningkatkan kecakapan, kehandalan, keahlian dan profesionalisme kerja untuk 
menduduki sebuah penempatan kerja yang membutuhkan pegawai negeri sipil yang 
terampil, melalui mutasi prestasi dengan cara mengikuti diklat akan terpenuhi 
pengembangan kompetensi dan karier.  
 
B. Implementasi Mutasi Pemeliharaan bagi PNS pada Badan Kepegawaian 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Implementasi mutasi pemeliharaan bagi PNS meliputi mutasi peninjauan masa kerja, 
mutasi keluarga dan mutasi kesehatan. Mutasi ini diterapkan oleh pimpinan dalam 
mengambil kebijakan dengan memberikan bentuk pemeliharaan sumber daya manusia 
dalam suatu organisasi. 
Pada instansi pemerintah mutasi pemeliharaan dilakukan untuk menjaga hubungan 
kemanusiaan dan adanya tuntutan hak-hak bagi pegawai atas pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsinya dari suatu organisasi. Mutasi pemeliharaan meliputi adanya mutasi 
peninjauan masa kerja, mutasi keluarga dan mutasi kesehatan. Mutasi pemeliharaan 
ini diperlukan oleh setiap pegawai berdasarkan kondisi-kondisi yang berkaitan dengan 
kebutuhan kerja, keluarga dan kondisi karena tidak memungkinkan untuk melakukan 
sebuah pekerjaan.  
Mutasi pemeliharaan diperlukan mengingat pegawai adalah manusia biasa yang 
memiliki kebutuhan, kepentingan dan tuntutan untuk menjalin hubungan yang baik 
antara personel, unit kerja dan organisasi untuk memahami pentingnya mutasi 
pemeliharaan untuk mencapai tujuan organisasi. Mutasi pemeliharaan yang perlu 
dipertimbangkan berdasarkan aspek kemanusiaan dan hak-hak pegawai negeri sipil 
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 
Pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi membutuhkan adanya mutasi 
pemeliharaan berkaitan dengan peninjauan masa kerja untuk dipertimbangkan, mutasi 
keluarga dan mutasi kesehatan. Wujud motivasi masa kerja yaitu adanya pegawai yang 
perlu dimutasi karena telah lama menduduki jabatan, sehingga perlu ada suasana baru 
untuk ditinjau masa kerjanya, mutasi keluarga yang berkaitan dengan seorang isteri 
yang ikut dengan suami sebagai pertimbangan keluarga dan mutasi kesehatan karena 
hal yang berkaitan dengan kondisi kesehatan atau melakukan cuti liburan.  
Mutasi pemeliharaan berperan penting untuk mengembangkan kompetensi dan karier 
pegawai mengingat pegawai negeri sipil adalah manusia yang membutuhkan adanya 
suatu mutasi yang berkaitan dengan mutasi peninjauan masa jabatan kerja. Mutasi 
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pemeliharaan yang berkaitan dengan peninjauan masa kerja pegawai yang telah lama 
menduduki sebuah jabatan perlu dimutasi dengan cara memindahkan pada sebuah 
suasana kerja untuk menghindari adanya kebosanan dan stress kerja. Mutasi ini perlu 
ditinjau kembali untuk menghindari adanya penurunan semangat kerja. Karenanya 
pemindahan menjadi sebuah solusi untuk memperbaiki kompetensi dan karier 
pegawai. 
 
C. Implementasi Mutasi Hukuman bagi PNS  
Implementasi mutasi hukuman bagi PNS meliputi mutasi wilayah kerja, mutasi antar 
unit kerja, mutasi pengenaan sanksi dan mutasi pemberhentian. Mutasi ini diterapkan 
oleh pimpinan dalam mengambil kebijakan dengan memberikan bentuk hukuman 
yang pantas bagi pegawai yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya mutasi 
hukuman ini, terkadang pegawai ingin menghindarinya namun tak jarang pula 
menerima sebagai konsekuensi yang harus dijalani. Dari aspek positif, mutasi 
hukuman yang diberikan dapat menambah pengalaman kerja pegawai, sedangkan dari 
aspek negatif menunjukkan bahwa pegawai tersebut kurang disiplin dalam 
menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga perlu dimutasi. 
Pegawai negeri sipil sebagai manusia biasa tentunya dalam menghadapi aktivitas 
kerjanya tidak luput dari adanya kesalahan, kekeliruan atau tindakan-tindakan 
pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Karenanya, 
mutasi hukuman yang diterapkan dalam suatu organisasi menjadi penting dalam 
rangka memberikan pembinaan kepada pegawai melalui pengenaan sanksi kerja. 
Bentuk mutasi hukuman dapat dilakukan dengan melakukan pemindahan wilayah 
tempat kerja, pemindahan instansi, pengenaan sanksi berupa teguran dan larangan 
serta melakukan pemberhentian.  
Memelihara pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi dapat 
dilakukan melalui pemberian mutasi hukuman dalam rangka memberikan penyadarai, 
pengisapan atau tindakan untuk tidak melakukan pelanggaran. Wujud dari mutasi 
hukuman yang dilakukan yaitu melakukan pemindahan dari satu wilayah, 
memindahkan ke instansi lain, melakukan pengenaan sanksi larangan dan melakukan 
pemberhentian jika dianggap tidak dapat ditangani.  
Melakukan suatu mutasi hukuman dengan cara memindahkan pegawai negeri sipil ke 
wilayah lain, merupakan sebuah tindakan untuk tidak mengulangi kesalahan atau 
kekeliruan di tempat yang lain, karena telah terisolasi dengan orang-orang yang baru 
dan pimpinan yang baru. Mutasi hukuman dengan memberikan perlakuan 
memindahkan pegawai  keluar wilayah provinsi dimaksukan untuk memberikan 
penyadaran dan memberikan pembelajaran kepada pegawai untuk tidak berbuat 
berbagai kesalahan dan pelanggaran, dikarenakan pegawai tersebut berhadapan 
dengan suasana kerja yang berbeda dengan wilayah yang baru ditempatinya.  
Termasuk pula mutasi hukuman yaitu dengan memberikan hukuman kepada pegawai 
dengan memindahkan pada instansi lain. Ini dimaksudkan agar pegawai yang dimutasi 
dapat belajar dari suasana baru dengan pegawai yang baru dalam menjalankan tugas 
pokok dan fungsinya. Mutasi hukuman pemindahan ke instansi lain dimaksudkan agar 
pegawai belajar dari contoh-contoh yang baik pada instansi baru yang ditempatinya. 
Mutasi hukuman yang dikenakan kepada pegawai dengan melakukan pemindahan ke 
instansi lain dimaksudkan untuk mendapatkan pengalaman yang baik dari instansi 
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baru, sebab jika dibiarkan di instansi yang lama pegawai tersebut mudah melakukan 
pelanggaran dan kesalahan yang melanggar aturan dan ketentuan kerja 
 
KESIMPULAN 
1. Implementasi mutasi pegawai negeri sipil berupa mutasi prestasi telah 
dimplementasikan berupa mutasi untuk meningkatkan pendidikan, mengikutkan 
pada kegiatan diklat, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat dan jabatan.  
2. Implementasi mutasi pegawai negeri sipil berupa mutasi pemeliharaan telah 
dimplementasikan berdasarkan mutasi atas peninjauan kembali dan menjaga 
hubungan kerja. 
3. Implementasi mutasi pegawai negeri sipil berupa mutasi hukuman telah 
dimplementasikan berdasarkan pemberian mutasi wilayah  kerja, antar unit kerja, 
sanksi disiplin dan pemberhentian.  
 
SARAN 
1. Seyogyanya pemberian mutasi prestasi berupa mutasi pendidikan diberikan 
sebagai kebijakan untuk memberikan peluang bagi pegawai mengikuti pendidikan 
DIII, S1 dan S2 dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
2. Seyogyanya mutasi pemeliharaan berdasarkan pada kompetensi dan masa 
kerjanya, senantiasa menjaga hubungan pribadi dan hubungan kerjanya dan 
memelihara kesinambungan pegawai untuk tetap bekerja pada instansinya 
masing-masing.   
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